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E10 Dimulai Tahun 2027

DPR Dukuny Upaya Kurangi
Ketergantungan impor BEM

Senayan mendukung rencana Pemerintah menerapkan
Bahan Bakar Minyak (BBM) bensin dengan campuran
bioetanol sebesar 10 persen pada tahun 2027. Ini
langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan
Indonesia terhadap impor BBM dan memperkuat

ketahanan energi nasional.

ANGCOTA Komisi XII DPR
Cek Endra mengatakan, tingginya
kebutuhan BBM nasional harus
diimbangi dengan peningkatan pe
manfaatan energl yang diproduk
si di dalam negeri. Karena itu,
pengembangan bioetanol menjadi
bagian penting dari strategi diver
sifikasi energl untuk mengurangi
tekanan terhadap impor BEM dan
pengeluaran devisa negara.
"Penerapan E10 juga mencip
takan nilai tambah bagi sektor
pertanian. industri nasional dan
mendorong pertumbuhan ekono
mi rakyat melalui pengembangan
industri bioetanol berbasis sumber
daya dalam negeri.” ujar Cek En
dradi Jakarta, Kamis 26).
Sebelumnya, Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM)
Bahlil Lahadalia mengungkapkan
rencana penerapan BEM bensin
dengan campuran bioetanol sebe
sar 10 persen pada tahun 2027,
"E10 mungkin 2027, dan lang

sung ke E20. Kita melakukan copy

paste dari strategl vang dilakukan
oleh Biodiesel (B)10, B2, B30,
sampai sekarang B50, " wjar Bahlil di

Istana Negara, Senin (21/7/2026)
Cek Endra melanjutkan, pe
ngembangan bioetanol akan
menciptakan efek berganda bagi
perekonomian nasional karena
melibatkan rantai usaha. Mulai
dari sektor pertanian. industri pe
ngolahan. transportasi, logistik.
hingga perdagangan. Dengan
demikian, manfaat ekonomi ti
dak hanya dirasakan oleh sektor
energi, tetapi juga oleh petani.
koperasi, pelaku Usaha Mikro
Kecil Menengah (UMKM), dan
masyarakat di daerah-daerah
penghasil bahan baku bioetanol.
Ia menilai, daerah-daerah sen
tra tebu dan penghasil molases
seperti Jambi. Sumatera Selatan,
Lampung, Jawa Timur, Jawa Te
ngah, dan Sulawesi Selatan memi
liki peluang besar untuk menjadi
hagian dari pengembangan in
dustri hioetanol nasional. Melalui
investasi industri pengolahan di
daerah, program E10 diharapkan
mampu menciptakan lapangan
kerja, meningkatkan pendapatan
masyarakat, serta memperkuat
perekonomian daerah.
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Cek Endra

Cek Endra menegaskan. pros
gram E10 bukan hanya kebijakan
energl, [elapi jupa strategl mem
bangun ekonomi rakyat yang
herkelanjutan. "Ketika bahan baku
diprodubsi petani, diolah oleh in
dustri nasional, dan dimanfaatkan
untik memenuhi kebutuban energi
dalam negeri, maka manfaat eke
nominya akan berputar di dalam
negeri dan dinikmati masyarakat,"
tandas politisi Golkar ini.

Komisi XII DPR, kata dia,
akan terus mengawal implemen
tasi program E10 agar herjalan
secara bertahap. Tentunya deng
an didukung kepastian investasi,
penguatan industri bioetanol
nasional, serta sinergi antara
Pemerintah Pusat {Pempus),
Pemerintah Daerah (Pemda),
BUMN, dunia usaha, dan petani.

Program E10. harap dia, akan
menjadi salah satu instrumen
penting untuk mengurangi impor
BEM. menghemat devisa negara
dan memperkuat hilirisasi komo
ditas pertanian. ' Juga mewujudkan
ekonomi nasional yang lebih man
diri, inklusif, dan berkelanjutan,
imbuh legislator asal Jambi i,

Angzota Komisi XIT DPR Al
fons Manibui menambahkan, ke
berhasilan implementasi biodiesel
hingga B30 menjadi modal penting
bagi Indonesia untuk mengem
bangkan bioetanol. Program E10
tidak hanya bertujuan mengurangi
ketergantungan terhadap impor
BEM, tetapi juga membuka pelu
ang mmbuhnya industri berbasis
komoditas pertanian seperti tebu,
molases. dan singkong.

"Ini bukan sekadar program
pencampuran BEM, tetapi ba
gian dari strategi besar mem
bangun kemandirian energi me
lalui pemanfaatan sumber daya
dalam negeri.” tandas Alfons.

Menurut Alfons, Pemerintah
telah menyiapkan oadmap atau
peta jalan pengembangan biceta
nol dengan target peningkatan
kapasitas produksi hingga sekitar
1,28 juta kiloliter. Langkah ini
didukung pembangunan 30-50
pabirik bioetanol dan pengem
bangan sekitar 920 ribu hektare
lahan sebagai sumber hahan
baku. "Langkah tersebut harus

dimanfaatkan untuk membangun
indusiri bioetanol nasional vang
kuoat dan berkelanjutan,” jelas
politisi Colkar i

lamenilai. pemanfaatan molas
&5 yang merupakan produk samp
ing industri gula menjadi pilihan
awal paling ekonomis karena
dapat meningkatkan produksi
hioetanal tanpa mengurangi paso
kan pula nasional. Dalam jangka
panjang, pengembangan tebu dan
singkong perlu terus didorong
agar Indonesia mampu memenuhi
kebutuhan bicetanol dari produksi
dalam negeri sekaligus mening
katkan kesejahteraan petani.

Program E10, kata Alfons,
memiliki manfaat ganda. Selain
memperkuat ketahanan energi
melalui pengurangan impar BEM,
kebijakan ini jupa menjadi stimu
lus bagi ketahanan pangan. E10
akan mendorong peningkatan
produktivitas tebu, memperkuat
industri gula, membuka pasar bagi
hasil pertanian. serta mempercepat
hilirisasi sektor pertanian. " Jadi
sektor energi dan sektor pangan
dapat tumhuh bersama sebagai
fondasi kemandirian nasional,”
ujar legislator dari Papua Barat itu.

Komisi XIT DPR. kata Alfons,
akan terus mengawal implementasi
E10 agar dilakukan secara berta
hap. Caranya dengan didukung
kesiapan industri, serta menguta
makan hahan baku domestik. @ niF
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